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ABSTRAK

Kantor Badan Pertanshan selain mempunyai tugas dan kewenangan untuk
melakukan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan, baik berdasarkan
UUPA maupun Perundang-undangan lainnya, juga bertugas untuk menerima
pendaftaran peralihan hak atas tanah dan selanjutnya menerbitkan sertipikat haknya
hanya menerima permohonan pendaftaran penerbitan sertipikat hak atas tanah baik
yang dilakukan dengan cara pemecahan maupun pemisahan bidang tanah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan tidak
menyebutkan perbuatan hukum tersebut dengan istilah kaveiing
Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan
Perundang-Undangan
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum terhadap

tanah kaveling tidak didaftarkan dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan
para pihak apabiia {idak dilakukan pendafiaran tanah kaveling

Simpulan, adapun terhadap tahan kaveling yang tidak melakukan pendafiaran maka
pihak pembeli dapat melakukan upaya hukum atau penyelesaian dengan cara dimana
pihak pembeli dapat mengecek bukti pemilikan ke Kantor Pertanahan setempat,
karena apabila bukti / sertipikat asli tercatat di Kantor Pertanahan.

Rekomendasi, kepada pemerintah sebaiknya lebih tegas dan lebih serius lagi dalam

menangani pennasaiahan-permasalahan yang timbul atas tanah
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap tanah kaveling yang tidak didaftarkan, adalah :
a. Tidak adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum.
b. Tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya (balik nama)

sertipikatnya ke Kantor Pertanahan setempat.

¢. Tidak mendapatkan suatu alat pembuktian yang kuat apabila kelak tanah
yang dibelinya terjadi sengketa.

d. Pembeli tidak dapat menjaminkan sertipikatnya untuk memperoleh kredit
yang diajukannya, tanpa melibatkan pihak  penjual tanah yang
bersangkutan.

Cara penyelesaian yang dilakukan para pihak apabila tidak dilakukan

pendafiaran tanah kaveling, yaitu :

Terhadap tahan kaveling yang tidak melakukan pendafiaran maka
pithak pembeli dapat melakukan upaya hukum atau penyelasaian dengan cara
dimana  pihak pembeli  dapat mengecek bukti pemilikan ke Kantor
Pertanahan setempat, karena apabila bukti / sertipikat asli tercatat di Kantor
Pertanahan.

Apabila sertipikat yang dimiliki para pihak asli vang diperoleh
berdasarkan tahap-tahap yang ditentukan oleh Kantor BPN. maka apabila

lejadi sengketa maka pihak BPN akan menurunkan tim khusus untuk
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